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Abstrak
 

PPAT sebagai satu-satunya pejabat umun yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik

mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan

rumah susun. Aktaakta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsurunsur dari

akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan

kesalahan-kesalahan dan pelanggaranpelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT, yang dapat

menyebabkan keotentikan dari akta tersebut menjadi hilang. Penulis memfokuskan pada permasalahan yang

terjadi dalam perkara nomor 18/PDT.G/2010/PN.GS, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab PPAT

dalam APHT, apa saja pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan APHT terkait

dengan kasus tersebut, dan apakah putusan dari perkara nomor 18/PDT.G/2010/PN.GS telah sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif

yuridis, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan

menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Atas dasar demikian penulis dapat membuat simpulan bahwa mengenai peran dan

tanggung jawab PPAT telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, peran dan tanggung

jawab serta ketelitian seorang PPAT sangat penting agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat

merugikan pihak-pihak tertentu, adapun kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh PPAT tersebut

dalam pembuatan APHT, dikarenakan PPAT tidak memeriksa dan tidak teliti terhadap dokumendokumen

yang ada, sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan, dan apa yang telah

diputuskan oleh Hakim atas perkara nomor 18/PDT.G/2010/PN.GS, telah sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, yang mana adanya penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh PPAT tersebut

yang menyebabkan dapat dibatalkan APHT yang telah dibuatnya.

......PPAT as the only public officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legal

acts concerning land security rights and condominium ownership right, the deeds which made by PPAT is

an authentic deed, as long as the entire elements of an authentic deed has fulfilled, however it is unfortunate,

that on practice there are still many mistakes and violations found in the making of PPAT deed, which can

render the deed authentication becoming lost. The writer focus on problems occurred on case Number

18/PDT.G/2010/PN.GS, which is how PPAT role and responsibility on APHT, what is the violations

performed by PPAT in the making of APHT related to that case and whether the case number

18/PDT.G/2010/PN.GS verdict are already compliance with the provisions of the applicable law? Research

are conducted by the literature research which is normative juridical by collecting data sourced from the

literature and analyze the data in qualitative by conducting a systematic on the application of the applicable

regulations. On that such basis writers can make a conclusion that the roles and responsibilities of the PPAT

have been regulated in the provision of regulations that already exists, the role and responsibilities as well as
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the thoroughness of a PPAT are very important to avoid the mistakes that can be harm to certain parties, As

for mistakes that has been performed by the PPAT in making APHT, due PPAT not examine and not

thorough to the existing documents, thereby render the deed being law deformed and may be annulled, and

what has been decided by the Judge of the case number 18/PDT.G/2010/PN.GS, already comply with the

provisions of the applicable law, which deviations that has been performed by the PPAT can render the

APHT which has been made may be annulled.


